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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 

Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap 

Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Data yang digunakan 

adalah data Realisasi Anggaran yang terdapat dari Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) perwakilan Jawa Timur. Total sampel yang 

digunakan peneliti adalah 114 selama tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil regresi 

linier berganda dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 

bahwa : 

1. Temuan angka signifikan dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal. Kemandirian daerah kemandirian daerah 

tidak berpengaruh secara signifikan dengan Belanja modal dengan hubungan 

berlawanan. Kemandirian daerah tidak berpengaruh secara positif terhadap 

Belanja modal disebabkan porsi PAD hanya kecil dari total pendapatan. 

2. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja 

modal. Dari segi pendapatan dana alokasi umum (DAU) mampu memberikan 

pengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan untuk mempengaruhi yang 

lebih sepesifik seperti belanja modal, dana alokasi umum (DAU) yang 

bersifat umum (tidak adanya kriteria-kriteria dari pemerintah pusat) hanya 
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mampu memberikan pengaruh yang kecil dan masih belum mampu 

meberikan kontribusi terhadap alokasi belanja modal. Karena banyaknya 

tanggapan masyarakat bahwa dana alokasi umum (DAU) hanya untuk 

menutupi devisit anggaran dari pemerintah daerah provinsi. Dengan 

terjadinya hal tersebut membuat pengaruh dana alokasi umum (DAU) 

terhadap alokasi belanja modal masih belum maksimal terhadap 

pembangunan sektor ekonomi.  

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh DAK terhadap 

Alokasi Belanja Modal didapatkan kesimpulan bahwa DAK tidak 

berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji DBH terhadap alokasi 

Belanja Modal didapatkan kesimpulan bahwa DBH berpengaruh terhadap 

alokasi Belanja Modal. 

5. Hasil pengujian hipotesis kelima yang menguji SiLPA terhadap alokasi 

belanja modal didapatkan kesimpulan bahwa SiLPA tidak berpengaruh 

terhadap alokasi Belanja Modal. 

 

5.2 Keterbatasan 

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memiliki 

keterbatasan yang dapat menjadi bahan pembelajatan untuk peneliti yang akan 

datang, yaitu :   

1. Informasi yang peneliti dapatkan kurang mendetail atau bisa dikatakan 

kurang transparan, karena sewajarnya informasi mengenai penerimaan dan 
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kegunaan APBD dapat dipublikasikan supaya masyarakat dapat mengetahui 

alokasi APBD di kabupatennya/kota. 

2. Dalam penelitian ini terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi 

yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) 

yang nilainya < 0,05.  

 

5.3 Saran 

Dari keterbatasan serta kekurangan yang ada pada penelitian saat ini, maka 

peneliti memiliki saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan referensi, 

yaitu : 

1. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menggunakan 

populasi yang lebih luas yaitu diluar Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independent diluar 

variabel independent penelitian ini seperti pertumbuhan ekonomi bias untuk 

dijadikan tambahan variabel. 

3. Pemerintah diharap dapat mempublikasikan seluruh laporan keuangan supaya 

masyarakat dapat mengetahui alokasi APBD di kabupaten/kota.  
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